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PERJANJIAN KILIGIA

PIEJABAT PEMRBUAT KOMI'TMIEN
SATUAN KERJA BADAN PENGEMBANGARN HUMBILR DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DICHA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
PENDAMPING LOKAL DIESA

Nomor - 131/82/PLDO/PPPMD/PPK-VI/ 1202 ]

Pada hariini Raby tangenl Dua Puluh 1,

mpat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu, yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama Malla Rantelino S8E. M.8i
NiP 19760813 200812 1 001
Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12740

Alamat Kantor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemente

rnan Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yoituan Kerja Badan Pengembanpgan Sumber
Daya Manusin dan Pemberdayaan Masyarankat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama o Mujymal

NIK c 5203010607730003
Tempat/Tanggal Lahir :© Setoek/06 Juli 1973
Alamat :

Punik Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak Kab.
Lombok Timur Prov, NTH

Jemis Kelamin c Laki laki

Pendidikan Terakhir Sl

Posisi ¢ Pendamping Lokal Desa ( PLD )
NPWP  50.711.022.8.915.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendin, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
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!{lmuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
" dis > PIHAK. )
"{' (I—l’::fxl\)ll\nljli\SRfﬁl‘U dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendampingan Desa pada DIPA
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor SP DIPA-
067:09.1.350475/2021 tanggal 23 Februari 2021, yang sebelumnya ada pada
DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Nomor SP DIPA-067.03.1.350456/2021 tanggal 23 November 2020, dengan syarat
dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian kerja ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK
KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK
KESATU dalam hubungan kerja untuk melaksanakan tugas dalam Surat

Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK seperti vang
terdapat pada pasal-pasal berikut ini.

PASAL 2
HUBUNGAN KERJA DAN JAN GEKA WAKTU IKATAN KERJA

(1) PIHAK KESATU memberi tu
dengan bidang dan keahl;
Operasional Prosedur Pem

gas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai
annyva sebagaimana dimaksud pada Standar
binaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping

BPSDM dan PMD, DTT Nomor 15 Tahun 2021;:

(2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK KEDUA bekerja dengan jangka waktu bulan Januari hingga Desember
2021;

(3) Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1 Undang Hukum
Perdata, PIHAK KESATU dapat memutu 1
pemberitahuan tertulis setelah terjadiny
a. PIHAK KEDUA dinyatakan tidak lay
hasil evaluasi kinerja;
b. tidak atau belum adanya Dokumen An

perundangan vang berlaku (DIPA), seb
pemberitahuan PIHAK KESATU:;

(4) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan peke
hasil kerjanya kepada PIHAK KESATU;
(5] Jika dalam periode wakty penugasan van
vang belum diselesaikan oleh PIHA
berkewajiban menyelesaikan den
pembiayvaan;

ggaran Pemerintah dan Peraturan
agaimana ditetapkan dalam surat

rjaan dengan baik dan melaporkan
g telah ditetapkan terdapat pekerjaan

K KEDUA, maka PIHAK KEDUA
gan konsekuensi tidak ada penambahan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

f I ) l-: Hn!ll‘l*“
g THIAK K ETatIA vield tlhpl!
corten dnnl b bnnpesange, '
e Perpnnfinn lkerjn
|1.] Sedpomn

' vlpin
nengadalon ilatan kerjn dengan pibak b
. % L .

PAHAL
KITWAJINAN

(1) PEHARK KESATU mempunyig bewagibon

" 1 ' LB v " P}

Y . T nrpn ynng
b membayar pelerjnon kepada PHHIAKC KEDUA sesund dengan harpn

' conihiinny i
tercantoum dalam anpnran kontrale yvong merapakam sontu ben
kontranlc kerjo i,

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
ao Membenlaan data dan indormast dir yang henor dan lenplap sertn

bettanggunginwaby penuh terhadnp data data yang diberiban jikan terdiapnt

permanalahan di kemudian hari;

b memasuln data dan informanst dirh terbarg ke dalam nplikasl Laporan

Havian yong meliputi nama lenglaap, N, tempit dan tanggal Tabir, slamant

rumah, nomor telepon, dan alamat e mail;
Coobertempat tnpggal di snlah satn desn darpingan dalam rangla pelalsananan

pekernnan dan berkewnjiban memberitahuban alamat tetmpat tinppeal i
lokasi tugan kepada PIHIAK K OATU,

bekerjn denpan jumlah  wakdu kerjn minimal 7 pm/hart atan 40
Jam/minggu;

.

melakukan supervisi, monitos g, anistensi telonilk dan [
lokasi Desan, dan kunjungan koordinasi ke

belas) hari dalam setinp bulannya;

mberdayann pada
Desa-Dena paling sedildt 15 (lim

menyimpan dan memberikan semun dokume
hasil pekerjann untuk sewnlkty wik
KESATU maupun pihake berkepenting i ying karena jal)
instansi pemerintah bidang perpajakan,
g memibila dan menvedinkan peralitan k

ranpeungiawal,
atas pengelolaan alat-alat kerja dan inventaris kantoy apabila disedinkag
oleh PIHAK KEESATU:

N laporan dan tanda bkt
tadilakeulann pemerilesnnn oleh PIHAK

athmnya vty piachin
Penpgawanan, sertn penyidilain:
erjiopribadi, sertsn e

h. memiliki jaminan perhndungan asuransi.

Lomengajukan Cuti Diluar Tanpgungan Nepara secarn tertuliy
KESATU setelah ditetapkan sebagni calon anppota lepinlani(
daerah/wakil kepala daerah, calon kepalas Desa, tim e
pemilihan presiden, tim pemilihan lepislatif ian/

daerah;

kepada PIHAK
v calon kepala
menanpgan dalam
atau tim pemilihan kepala

(3) PIHAK KEEDUA wanh melaksanakan tupas yang meliputi:
a. melakukan pendampingan  dalam kepgiatan pendataan,
san pembangunan Desay
terlibat aktif mencatat dan melapor]

perencananm,
pelaksanaan, dan penpaw;

b,

an kegiatan sehari hari o Desia yang,
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aplikasi Laporan Harian dalam Sistem Informasi Desa:
. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi Laporan |4
Sistem Informasi Desa:
d. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kebijakan Ke
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras
e. melaksanakan penugasan lainnya dari Kementeri
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
f.  melaksanakan penugasan lainnya
fungsinva dari kementerian,

dan/atau pemerint

arian dalam

menterian [ess,
i1 melalul media 5051al;
an Desa, Pembangunan

sesual dengan tupas pokok dan
lembaga pemerintah non kementerian,
ah daerah setelah mendapatk
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, d

g meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas
pembelajar.,

an  persetujuan  darj
an Transmigrasi: dan

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, PIHAK
KEDUA harus mengikuti petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang.
undangan maupun Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan
Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang ditetap
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi d
melaksanakan tugas seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) tersebut di atas
terjadi kesalahaan yang semata-mata dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka

atas kesalahan tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, termasuk
didalamnya kesalahan prosedural dan kons

administrasi, meliputi:
a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan perubahaannya;

b. Penyusunan laporan bulanan dan perubahannya;

c. Penyusunan laporan lembar waktu ke
dan

d. Pelanggaran yang bersifat pidana atau perdata.

kan Kementerian
an apabila dalam

eptual terhadap program dan

rja (timesheet) dan perjalanan dinas;

PASAL 4
HAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan dalam Standar
Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja Pendamping Profesional; dan

c. melakukan pemutusan hubungan kerja PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. mendapatkan pelatihan atau pembekalan termasuk penjelasan terkait poin
penting pada Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pengendalian
Tenaga Pendamping Profesional dan Standar Operasional Prosedur
Evaluasi Kinerja Pendamping Profesional, | |

b. menerima imbalan jasa berupa honorarium, bantuan biaya operasional dan
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asuranst,
mendapatkan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku:

mendapatkan cuti yang meliputi cuti tahunan, cuti bersama, cuti
melahirkan, cuti sakit dan cuti lainnya.

d.

(3) Honorarium, bantuan biaya operasional, dan asuransi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b. diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dengan ketentuan:

a. honorarium dan bantuan biaya operasional diberikan secara lumpsum;
b. asuransi diberikan secara at cost;

¢. honoarium, bantuan biayva operasional, dan asuransi dibayarkan oleh
PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap tanggal 1 sampai dengan 7

awal bulan berikutnya, dengan catatan tidak adanya keterlambatan
penyusunan laporan dan pengiriman seluruh data pendukung bulan
sebelumnya dari PIHAK KEDUA;

d. pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional, dan asuransi
dilakukan PIHAK KESATU secara langsung ke rekening PIHAK KEDUA;

e. Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA dan atau pajak-pajak lain yang timbul

jika ada, akan ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagai wajib
pajak, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
a.

cuti tahunan diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja selama satu

tahun dengan syarat PIHAK KEDUA telah bekerja paling sedikti 3 (tiga)
bulan secara terus menerus:

cuti bersama ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan men

gurangi cuti
tahunan;

cuti melahirkan diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan berturut-turut;

d. cuti sakit diberikan paling banyak 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang
sesuai dengan hasil pemeriksaan medis dengan melampirkan bukti surat
keterangan dokter; dan

cuti lainnya diberikan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur
Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional.

PASAL 5
SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembavaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan
svarat kelengkapan dokumen sebagai berikut;

a. Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh kedua pithak
b. Rakapitulasi Laporan bulanan

c. Foto Copy rekening yang aktif
d. Foto Copy NPWP.
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2w KESATU akan memverifikasi rekapitulasi kelengkapan dokumen
! D:.:'i 5o R b ) ‘ .
- ;:a'u-%.&' KEDUA sebagaimana vang dimaksud pada ayat (1); .
p =»';:'»-:.A‘-’ YESATU akan meminta PP-SPM untuk melakukan pembayaran kepada
PTHAK KEDUA;

1 PP.SPM akan mengeluarkan surat perintah membayar kepada KPPN.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(11 Jika terjadi perselisihan kerja antara PARA PIHAK maka diselesaikan melalui
proses musvawarah dan mufakat;
'2) Apatnla perselisthan kerja antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada

Avat (1) udak dapat diselesaikan melalui proses musyawarah dan mufakat

PARA PIHAK menvelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan
erundang-undangan.

alra
max

PASAL 7
SANKSI

‘1) PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi secara septhak dalam Perjanjian
Kerja ini berupa menonaktifkan sementara tanpa pemberian gaji dan
tunjangan apabila PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai terdakwa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2] PIHAK KESATU wajib mencabut sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

apabila PIHAK KEDUA dinyatakan tidak bersalah secara hukum oleh
pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;

{3} PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi secara sepihak dalam Perjanjian

Kerja ini berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian apabila PIHAK
KEDUA terbukti:

a. memasukan data dan informasi palsu ke dalam aplikasi Laporan Harian
vang ada di Sistem Informasi Desa; dan/atau

melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Pendamping Profesional.

c. tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal (3) diatas.

PASAL 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

(1} PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepih
apabila:

a. PIHAK KEDUA meninggal dunia:

b. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja,
setelah mengajukan pemberitahuan dan permohonan kepada PIHAK
KESATU selambat-lambatnya satu bulan secbelumnya, dan vang
bersangkutan wajib menyelesaikan tugas dan kewajibannva serta
meyerahkannya kepada pengganti yang ditunjuk PIHAK KESATU;

¢. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan

ak Perjanjian Kerja ini
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PASAL 10
LAMPIRAN

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja
i, berupa Daftar Honorarium, Biaya Operasional dan Asuransi.

PASAL 11
PENUTUP

(1} Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai Rp. 10.000,- untuk
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA:
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana pada ayat (1), masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(3) Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(4) Perubahan Perjanjian Kerja dapat dilakukan antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PENDAMPING LOKAL DESA, PEJ'\BAT PEMBLAT ROMIT\!F\‘

ﬁ’i‘ AT
R,

“’ %‘Wh
| "-ux
MUJMAL MALLA m\mu’\'o SE.|M.Si

; NIP. 19760813 200812 1 001
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